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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938); 

a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perkotaan, dan Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Peraturan 

· Wali Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan 
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan, dalam rangka hari jadi Kota Baubau 
ke-21, Pemerintah Kota Baubau memberikan Penghapusan 
sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan 
kepada Masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang 
Penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi 
dan Bangunan kepada Masyarakat dalam rangka Harl Jadi Kota 
Baubau ke-21; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA BAUBAU, 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA MASYARAKAT 

DALAM RANGKA HARI JADI KOTA BAUBAU KE-21 

PERATURAN WAL! KOTA BAUBAU 

NOMOR : (~1 TAHUN 2022 

TENTANG 

WALi KOTA BAUBAU 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

Mengingat: 
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,, Menimbang: 
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PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN K.EPADA 
MASYARAKAT DALAM RANGKA HARi JADI KOTA BAUBAU 
KE-21. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 186); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2013 Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2021 
Nomor 5); 

10. Peraturan Wali kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan 
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 
Nomor 16). 

Menetapkan 

( 
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Pasal 5 
Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan, 
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil 
pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 kepada Wali Kota Baubau. 

Pasal 4 

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 1 Oktober sampai 
dengan 31 Oktober 2022. 

Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 terhadap denda PBB Tahun 1994 sampai dengan 
Tahun 2022. 

Pasal 3 

( 1} Peraturan W ali kota ini dimaksudkan untuk memberikan 
penghapusan sanksi administratif denda PBB pada Hari J adi 
Kota Baubau ke-21. 

(2) Peraturan Wall Kota ini bertujuan untuk memberikan keringanan 
beban masyarakat di Kota Baubau. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W ali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
:L. Daerah adalah Kota Baubau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau. 
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau. 
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah yang selanjutnya 

disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah 
Kota Baubau. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB 
adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan 
untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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BERITA DAERAH KOTA BAUBUAU TAHUN 2022 NOMOR .l.~1 

l 5. I 
\ 
"' 

Diundangkan di Baubau 
pada t al, 30 September 2021 

DAERAH KOTA BAUBAU, 

E AHMAD MONIANSE 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 30 September 2022 

WAL! KOTA BAUBAU, 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Baubau. 

BAB III 
PENUTUP 

. ~ . 


